KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA
ASING BUKAN BANK

(Surat Edaran Kepala Departemen Kebijakan Dan Pengawasan Sistem
Pembayaran Bank Indonesia Nomor 14/42/DKSP, tanggal 30 Desember 2016)

Sehubungan dengan berlakunya Peratyran
Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Ke-
giatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 5932), Bank Indonesia perlu mengatur
ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan
kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank

. dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA AS-

ING

A. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang se-
lanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan
usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas
bukan bank yang melakukan kegiatan usaha
meliputi:

1. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan
mekanisme jual dan beli UKA;

2. pembelian Cek Pelawat; dan

3. kegiatan usaha lain yang memiliki keter-
kaitan dengan penyelenggaraan KUPVA
sepanjang telah diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia.

B. Penyelesaian transaksi jual dan beli UKA ter-
hadap Rupiah wajib dilakukan dengan keten-
tuan sebagai berikut:

1. penyerahan UKA wajib dilakukan secara
fisik, baik penyerahan UKA dari Penyeleng-
gara kepada Nasabah, maupun penyerahan
UKA dari Nasabah kepada Penyelenggara;

2. penyerahan Rupiah dari Nasabah kepada
Penyelenggara dan penyerahan Rupiah dari
Penyelenggara kepada Nasabah dapat di-
lakukan secara fisik atau transfer intrabank
dan antarbank; dan

3. dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam

-rangka jual maupun beli UKA, dilakukan
melalui transfer sebagaimana dimaksud
dalam angka 2 maka transfer harus dituju-
kan kepada atau berasal dari rekening atas

nama:
a. Penyelenggara; dan
b. Nasabah.

C. Dalam hal Nasabah diwakili pihak lain untuk

melakukan jual dan beli UKA dengan Penye-
lenggara, maka Penyelenggara wajib memas-
tikan Nasabah telah menyampaikan dokumen -
sebagai berikut:

1. fotokopi dokumen identitas Nasabah:

- 2. fotokopi dokumen identitas pihak lain yang

ditunjuk mewakili Nasabah; dan .

3. Surat Kuasa Nasabah kepada pihak lain se-
bagaimana contoh yang tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indo-
nesia ini. i

. Pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyeleng-

gara di atas jumlah tertentu {threshold) wajib
memiliki Underlying Transaksi.

Pembelian UKA terhadap Rupiah oleh Na-
sabah kepada Penyelenggara tanpa dokumen
Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan
paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua
puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau
ekuivalennya per bulan per Nasabah.

. Perhitungan transaksi pembelian UKA ter-

hadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam

huruf E dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. perhitungan per bulan didasarkan pada bu-
lan kalender yaitu sejak tanggal permulaan
bulan kalender sampai dengan tanggal be-
rakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 2016 Nasabah
hanya melakukan pembelian UKA terhadap
Rupiah tanpa Underlying Transaksi 1 kali
pada tanggal 24 November 2018 sebe-
sar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu
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dolar Amerika Serikat) maka hal tersebut
diperhitungkan sebagai maksimum jum-
lah yang telah digunakan dalam bulan
November 2016. Nasabah dapat kembali
menggunakan jumlah maksimum ekuivalen
USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar
Amerika Serikat) tersebut selama bulan
Desember 2016;

2. perhitungan nominal transaksi didasarkan

pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1
(satu) bulan kalender yang dilakukan oleh
masing-masing Nasabah secara individual
baik yang dilakukan dengan penyerahan
Rupiah secara fisik maupun melalui trans-
fer kepada rekening Penyelenggara.
Contoh:
Nasabah A melakukan pembelian UKA
sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar
Amerika Serikat} dengan melakukan peny-
erahan Rupiah secara fisik pada tanggal 11
November 2016. Kemudian pada tanggal
13 November 2016, Nasabah A melakukan
pembelian UKA sebesar USD20,000.00
(dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) den-
gan melakukan penyerahan Rupiah melalui
transfer ke rekening Penyelenggara yang
ada di Bank B. Perhitungan kumulatif tran-
saksi yang dilakukan oleh Nasabah A sam-
pai dengan tanggal 13 November 2016
yaitu sebesar USD25,000.00 (dua puluh
{ima ribu dolar Amerika Serikat).

G. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian

UKA di atas USD25,000.00 (dua puluh lima
ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya
per bulan per Nasabah, Penyelenggara wajib
memastikan bahwa pada tanggal. pembelian
UKA Nasabah telah menyampaikan dokumen
sebagai berikut: !
1. dokumen Underlying Transaksi yang dapat
dipertanggungjawabkan yaitu:
a. dokumen yang bersifat final; dan/atau
b. dokumen yang bersifat perkiraan; dan
2. dokumen pendukung pembelian UKA beru-
pa:
a. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
{NPWP) Nasabah;
c. pernyataan tertulis bermeterai cukup

yang ditandatangani oleh Nasabah atau
pihak yang berwenang mewakili Na-
sabah; dan/atau

d. surat kuasa dalam hal Nasabah diwakili
oleh pihak lain.

H. Rincian dokumen Underlying Transaksi seb-

agaimana dimaksud dalam butir G.1 tercan-
tum dalam Lampiran .

Penyelenggara harus melakukan penilaian :

atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal
transaksi terhadap dokumen Underlying Tran-
saksi yang diajukan oleh Nasabah.

. Dokumen pendukung pembelian UKA berupa

pernyataan tertulis ’sebagaimana dimaksud

dalam butir G.2.c memuat informasi menge-

nai:

1. keaslian dan kebenaran dokumen Underly-
ing Transaksi;

2. pembelian valuta asing terhadap Rupiah ti- i

dak melebihi nilai nominal Underlying Tran-
saksi; dan

3. jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan
UKA;
Contoh pernyataan tertulis untuk transaksi
pembelian UKA terhadap Rupiah di atas
jumlah tertentu {threshold) mengacu pada
Lampiran I.

. Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha,

pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud

dalam butir G.2.c ditandatangani oleh:

1. pejabat yang memiliki kewenangan ber-
dasarkan Anggaran Dasar badan usaha di-
maksud; atau

2. pihak yang ditunjuk dan diberi kewenan-
gan melalui surat kuasa oleh pejabat seb-
agaimana dimaksud dalam angka 1.

. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian

UKA sampai dengan USD25,000.00 (dua
puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau
ekuivalennya, Penyelenggara wajib memasti-
kan Nasabah menyampaikan pernyataan ter-
tulis bahwa pembelian UKA belum melebihi
threshold sebesar USD25,000.00 (dua puluh
lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuiva-
lennya per bulan.

Contoh pernyataan tertulis untuk transaksi
pembelian UKA terhadap Rupiah sampai den-
gan jumlah tertentu (threshold) mengacu pada
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format sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran |,

. Dalam hal! Nasabah telah melakukan transaksi

secara reguler dan dokumen pendukung se-
bagaimana dimaksud dalam butir G.2 telah
ditatausahakan oleh Penyelenggara maka do-
kumen pendukung dimaksud dapat digunakan
kembali sepanjang masih berlaku dan Na-
sabah melakukan pembelian UKA atas dasar
dokumen Underlying Transaksi yang bersifat
final. \
Contoh :

PT. A merupakan Nasabah yang telah dike-
nal dan sering melakukan transaksi dengan
Penyelenggara X. Pada tanggal 19 November
2016, PT. A melakukan pembelian UKA kepa-
da Penyelenggara X sebesar USD120,000.00
{seratus dua puluh ribu dolar Amerika Seri-
kat) untuk kebutuhan pembayaran atas im-
por barang dari luar negeri. Atas pembelian
ini, Penyelenggara X wajib memastikan PT,
A menyampaikan dokumen Underlying Tran-
saksi yang bersifat final yaitu berupa fotokapi
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan doku-
men pendukung berupa fotokopi dokumen
identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP), serta pernyataan tertulis
bermaterai cukup.

Pada tanggal 15 Desember 2016 PT. A kem-
bali melakukan pembelian UKA kepada Pe-
nyelenggara X sebesar USD150,000.00 (se-
ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat)
untuk kebutuhan pembayaran atas impor ba-
rang dari luar negeri. Atas pembelian ini, Pe-
nyelenggara X hanya wajib memastikan PT.
A menyampaikan dokumen Underlying Tran-
saksi, mengingat pada transaksi sebelumnya
Penyelenggara X telah menatausahakan do-
kumen pendukung PT. A.

. Pembelian UKA terhadap Rupiah dapat dilaku-

kan untuk:

1. jenis valuta asing yang sama dengan yang
tercantum dalam dokumen Underlying
Transaksi; atau

2. jenis valuta asing yang berbeda dengan do-
kumen Underlying Transaksi apabila diser-
tai dengan dokumen yang dapat menjelas-
kan alasan perbedaan tersebut.

0. Dalam hal Penyelenggara membeli UKA dari

bank, Penyelenggara wajib memenuhi keten-
tuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara
bank dengan pihak domestik.

Il. PERLINDUNGAN KONSUMEN
A. Penyelenggara wajib memastikan penerapan

prinsip perlindungan konsumen yang me-
menuhi prinsip keadilan dan keandalan, prin-
sip transparansi, prinsip perlindungan data
dan/atau informasi konsumen, serta prinsip
penanganan dan penyelesaian pengaduan
konsumen secara efektif.

. Dalam rangka melakukan jual dan beli UKA,

Penyelenggara dilarang mengenakan biaya ke-
pada Nasabah.

. Penerapan prinsip perlindungan konsumen

sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling

sedikit meliputi:

1 penyampaian informasi kurs kepada Na- |
- sabah secara transparan;

2. perlindungan data dan/atau informasi Na-
sabah; dan

3. penanganan dan penyelesaian pengaduan
Nasabah yang efektif, antara lain memiliki
prosedur dan batas waktu penyelesaian
pengaduan Nasabah, serta alternatif peny-
elesaian sengketa.

. Dalam rangka transparansi penyampaian in-

formasi mengenai jenis mata uang dan kurs

jual dan kurs beli kepada Nasabah, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara harus menyediakan infor-
masi tertulis mengenai jenis mata uang
yang tersedia;

2, Penyelenggara harus menyediakan infor-
masi tertulis mengenai kurs dengan keten-
tuan sebagai berikut:

a. informasi disampaikan secara lengkap,
jelas, dan mudah dimengerti oleh Na-
sabah dengan menggunakan bahasa
Indonesia yang dapat disertai dengan
bahasa asing;

b. informasi disampaikan antara lain dalam
bentuk papan pengumuman, website,
e-mail, atau bentuk lainnya; dan

c. informasi disampaikan secara akurat,
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terkini, dan sebenar-benarnya, dengan
memenuhi etika penyampaian informasi
yang berlaku umum;

. Penyelenggara harus menyampaikan infof-

masi secara lengkap dan jelas apabila ter-
dapat perbedaan kurs:

a. UKA dengan Cek Pelawat;

b. UKA dalam pecahan tertentu; dan/atau
c. UKA dalam kondisi tertentu.

. Penyelenggara harus menampilkan infor-

masi mengenai kurs dengan bentuk dan/
atau letak yang mudah terlihat, mudah di-
baca; dan mudah dimengerti;

. Penyelenggara dilarang memberikan in-

formasi yang menyesatkan (mislead) dan/

atau tidak etis (misconduct), antara lain:

a. pemberian informasi dianggap menye-
satkan (mislead) apabila Penyelenggara
memberikan informasi yang tidak ses-
uai dengan fakta, misalnya menyatakan
kurs yang lebih rendah dari yang se-
benarnya dikenakan kepada Nasabah;
dan

b. pemberian informasi dianggap tidak etis
imisconduct) apabila Penyelenggara
memberikan informasi yang tidak ses-
uai dengan etika atau asas perilaku se-
cara umum, misalnya memberikan pe-
nilaian negatif terhadap Penyelenggara
lainnya/kompetitor; dan

. Penyelenggara harus memberikan infor-

masi secara lengkap dan jelas apabila Na-
sabah melakukan pemesanan melalui tele-
pon atau secara online, dan memastikan
kurs yang digunakan pada saat penyelesa-
ian transaksi adalah kurs yang telah dis-
epakati pada saat pemesanan.

. Dalam rangka perlindungan data dan/atau in-
formasi Nasabah, berlaku ketentuan sebagai
berikut:

1.

Penyelenggara dilarang dengan cara apa-
pun, memberikan data dan/atau informasi
pribadi mengenai Nasabah kepada pihak
lain;

. larangan sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 dikecualikan dalam hal:
a. Nasabah memberikan persetujuan tertu-
lis; dan/atau

b. diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan;

. dalam rangka meminta persetujuan se-

bagaimana dimaksud dalam butir 2.3,

Penyelenggara harus terlebih dahulu
menjelaskan mengenai maksud dan tujuan
pemberian dan/atau penyebarluasan data
pribadi Nasabah kepada pihak lain; dan

. dalam hal Nasabah memberikan persetu-

juan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
butir 2.a, Penyelenggara harus memasti-
kan pihak yang menerima data dan/atau in-
formasi tidak memberikan dan/atau meng-
gunakan data dan/atau informasi dimaksud
selain yang telah disepakati antara Peny-
elenggara dengan Nasabah.

F. Dalam rangka melakukan penanganan dan pe-
nyelesaian pengaduan Nasabah, berlaku ke-
. tentuan sebagai berikut:

1.
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Penyelenggara harus menerima, menan-
gani, dan menyelesaikan setiap pengaduan
yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau
perwakilan Nasabah yang terkait dengan
kegiatan usaha penukaran valuta asing;
Penyelenggara harus memiliki mekanisme
dan prosedur dalam bentuk tertulis yang
ditetapkan oleh Direksi, antara lain dalam
bentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan,
atau Standard Operating Procedure {SOP),
untuk menangani dan menyelesaikan pen-
gaduan Nasababh;

. Penyelenggara harus menatausahakan se-

luruh dokumen yang terkait dengan peneri-
maan, penanganan, dan penyelesaian pen-
gaduan Nasabah;

Penyelenggara harus menunjuk pegawai
yang menangani penanganan dan penyele-
saian pengaduan Nasabah;

. Penyelenggara harus memasang pengumu-

man atau informasi dengan kalimat yang
jelas dan mudah dipahami di gedung kan-
tor dan/atau website Penyelenggara men-
genai tata cara pengaduan Nasabah, ter-
masuk jika terdapat call center yang dapat
dihubungi; dan

. Penyelenggara dilarang mengenakan biaya

kepada Nasabah atas pengajuan pengad-
uan yang dilakukan oleh Nasabah.
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'G. Dalam rangka penerapan perlindungan kon-
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H

miliki oleh warga negara Indonesia:

sumen pada penyelenggaraan kegiatan usaha 2. mencantumkan dalam anggaran dasar per-

penukaran valuta asing, Penyelenggara harus:
1. memberikan bukti transaksi, tanda terima,
atau slip transaksi kepada Nasabah yang

paling sedikit memuat informasi: 3.

a. nama dan alamat Penyelenggara;

b. tanggal transaksi;

c. nomor serial bukti transaksi:

d. jumlah nominal dan jenis mata uang
yang dibayarkan cleh Nasabah;

e. jumlah nominal dan jenis mata uang
yang dibayarkan kepada Nasabah;

f. kurs atau nilai tukar; dan

g. nama dan tanda tangan Penyelenggara
dan Nasabah;

2. menyediakan uang kepada Nasabah, den-
gan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan uang dalam kondisi yang
layak dan jenis pecahan sesuai kebutu- |
han Nasabah sepanjang Penyelenggara
masih memiliki persediaan jenis peca-

seroan bahwa maksud dan tujuan perse-

roan adalah melakukan jual dan beli UKA |

dan pembelian Cek Pelawat;

memenuhi jumlah modal disetor yang pal-

ing sedikit sebesar:

a. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima pu-
luh juta Rupiah), bagi calon Penyeleng-
gara yang akan melakukan kegiatan
usaha di wilayah Kota Administrasi Ja-
karta Timur, Kota Administrasi Jakarta |
Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Kota Ba-
tam, Kota Denpasar, dan Kabupaten |
Badung; atau

b. Rp100.000.000,00 (seratus juta Ru-
piah), bagi calon Penyelenggara yang
akan melakukan kegiatan usaha di luar
wilayah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a; dan

han yang dibutuhkan Nasabah; 4. modal disetor tidak berasal dari dan/atau

b. menyediakan uang yang asli, masih ber-
laku sebagai alat pembayaran yang sah,

untuk tujuan pencucian uvang {money laun-
dering). .

dan dalam jumlah nominal sesuai den- C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Seb-
gan transaksi yang dilakukan dengan agai Penyelenggara
Nasabah; dan 1. Pengajuan permohonan izin sebagai Peny-

3. memberikan informasi mengenai ciri-ciri
keaslian uang kepada Nasabah antara lain
dalam bentuk berupa pengumuman, bro-
sur, dan/atau leaflet.

lll. PERIZINAN - PENYELENGGARA KEGIATAN
USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN
BANK
A. Badan usaha bukan bank yang akan melaku-

kan kegiétan usaha sebagai Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu
memperoleh izin dari Bank Indonesia.
B. Persyaratan Permohonan lzin
Persyaratan untuk memperoleh izin seb-
agaimana dimaksud dalam hurut A adalah se-
bagai berikut: (
1. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang
seluruh sahamnya dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia; dan/atau
b. badan usaha yang seluruh sahamnya di-
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elenggara diatur dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. permohonan disampaikan secara tertu-
lis kepada Bank Indonesia dengan men-
gacu pada contoh surat permohonan |
sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran Il yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Surat Edaran Bank Indo-
nesia ini; dan

b. surat permohonan izin sebagaimana
dimaksud dalam huruf a harus disertai
dengan:

1) dokumen terkait kelembagaan dan |
kondisi keuangan sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran Il;

2) dokumen pendukung dari masing-
masing pemegang saham, anggota
Direksi, dan anggota Dewan Komisa-
ris calon Penyelenggara sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran Il; dan
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3) dokumen terkait kesiapan opera-

telah membatalkan permahonannya.

sional sebagaimana tercantum dalam 2. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai

Lampiran II,

2. Calon Penyelenggara harus memastikan
kelengkapan dokumen yang disampaikan
kepada Bank Indonesia sebagaimana di-
maksud dalam angka 1.

3. Dalam hal dokumen yang disampaikan
calon Penyelenggara dinilai belum lengkap,
Bank Indonesia akan mengembalikan selu-
ruh dokumen permohonan izin. ‘

4. Bank Indonesia akan memulai pemrosesan
permohonan izin setelah dokumen yang
disampaikan calon Penyelenggara telah
dinyatakan lengkap.

. Tata Cara Pemrosesan Permohonan Izin Se-

bagai Penyelenggara Bank Indonesia melaku-

kan pemrosesan permohonan izin melalui
tahapan sebagai berikut:
1. Penelitian pemenuhan persyaratan kelem-
bagaan dan kondisi keuangan
a. Bank Indonesia melakukan penelitian
terhadap kesesuaian dan kebenaran do-
kumen pendirian dan pengesahan badan
hukum, kecukupan dan kesiapan organ-
isasi, kecukupan modal disetor, serta
'kondisi dan kesiapan keuangan perusa-
haan sesuai persyaratan yang dimaksud
dalam huruf B dan butir C.1.b.1).

b. Apabila berdasarkan hasil penelitian se-

bagaimana dimaksud dalam huruf a ter- 3.

dapat dokumen yang tidak benar atau
tidak sesuai, Bank Indonesia mengin-
formasikan secara tertulis kepada calon
Penyelenggara untuk memperbaiki do-
kumen dimaksud.

c. Calon Penyelenggara harus menyam-
paikan kembali kepada Bank Indonesia
dokumen yang telah diperbaiki dalam
jangka waktu paling lama 30'(tiga pu-
luh} hari kerja sejak tanggal surat pem-
beritahuan disampaikan oleh Bank Indo-
nesia.

d. Dalam hal sampai dengan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢
calon Penyelenggara belum menyam-
paikan dokumen yang telah diperbaiki
maka calon Penyelenggara dinyatakan
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anggota Direksi, anggota Dewan Komisa-

ris, dan pemegang saham calon Penye-

lenggara

a. Bank Indonesia melakukan penelitian
terhadap pemenuhan persyaratan ang-
gota Direksi, anggota Dewan Komisa-
ris, dan pemegang saham.

b. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
calon anggota Direksi, calon anggota
Dewan Komisaris, dan calon pemegang
saham yang diajukan dinilai tidak me-
menuhi persyaratan, calon Penyeleng-
gara harus melengkapi atau menambah
dokumen, menyelesaikan permasalahan
terkait dengan pemenuhan persyaratan,
dan/atau melakukan penggantian calon
anggota Direksi, calon anggota Dewan
Komisaris, dan calon pemegang saham
yang diajukan, paling lama 45 (empat
puluh lima} hari-kerja setelah tanggal
surat pemberitahuan.

c. Dalam hal calon Penyelenggara tidak
melaksanakan langkah dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, calon Penyelenggara din-
yatakan telah membatalkan permo-
honannya.

Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Pe-

nyelenggara

a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan
lokasi dalam rangka memastikan kes-
japan operasional calon Penyelenggara
sesuai persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam butir C.1.b.3) antara lain ke-
siapan sarana dan prasarana serta me-
kanisme dan prosedur dalam melakukan
kegiatan usaha.

b. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan
lokasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, calon Penyelenggara dinilai ti-
dak memenuhi kesiapan operasional,
calon Penyelenggara harus melengkapi
persyaratan kesiapan operasional paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah
tanggal surat pemberitahuan.




c. Dalam hal calon Penyelenggara tidak

melengkapi persyaratan dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, calon Penyelenggara din-
yatakan telah membatalkan permo-
honannya.

4. Penyuluhan ketentuan
a. Bank Indonesia menyelenggarakan pe-

nyuluhan dalam rangka menginforma-
sikan ketentuan terkait dengan peny-
elenggaraan kegiatan usaha penukaran
valuta asing bukan bank dan mening-
katkan pemahaman calon Penyeleng-
gara dalam menerapkan ketentuan dan
menjalankan kegiatan usaha.

. Bank Indonesia akan menentukan tang-

gal pelaksanaan penyuluhan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a.

. Dalam hal anggota Direksi, anggota De-

wan Komisaris, dan pemegang saham
tidak menghadiri penyuluhan ketentuan
pada tanggal yang telah ditentukan oleh
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam huruf b maka pelaksanaan pe-
nyuluhan ketentuan dapat dijadwalkan
ulang paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja setelah tanggal yang telah diten-
tukan tersebut. ‘

. Penjadwalan ulang sebagaimana di-

maksud dalam huruf ¢ hanya dilakukan
dalam hal Bank Indonesia menyetujui
alasan ketidakhadiran anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan/atau
pemegang saham yang disampaikan se-
cara tertulis.

. Dalam hal anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, dan/atau pemegang
saham tidak menghadiri penyuluhan ke-
tentuan yang telah dijadwalkan ulang
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢
atau tidak menyampaikan alasan keti-
dakhadiran secara tertulis sebagaimana
dimaksud dalam huruf d, calon Penye-
lenggara dinyatakan telah membatalkan
permohonannya.
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angka 1 sampai dengan angka 4, Bank in-

donesia dapat:

a. meminta informasi, keterangan, dan do- |
kumen tambahan; dan/atau

b. melakukan konfirmasi atau wawancara.

. Dalam rangka pelaksanaan konfirmasi atau

wawancara sebagaimana dimaksud dalam

butir 5.b, berlaku ketentuan sebagai beri-

kut:

a. konfirmasi atau wawancara dilakukan
dalam rangka menggali informasi lebih
lanjut untuk memperoleh keyakinan
atas terpenuhinya persyaratan yang
telah ditetapkan dalam rangka mem-
peroleh izin sebagai Penyelenggara dari
Bank Indonesia;

b. konfirmasi atau wawancara dapat di-
lakukan terhadap anggota Direksi, ang-
gota Dewan Komisaris, dan/atau peme-
gang saham;

¢. konfirmasi atau wawancara dapat di-
lakukan-pada tiap tahapan pemrosesan
permohonan izin untuk menggali infor-
masi yang disampaikan calon Penye-
ienggara mengenai:

1) kelembagaan dan kondisi keuangan;

2) anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan/atau pemegang sa-
ham; |

3} kesiapan operasional; dan/atau

4) informasi lainnya;

d. Bank Indonesia menentukan tanggal
pelaksanaan konfirmasi atau wawan-
cara;

e. dalam hal anggota Direksi, anggota De-
wan Komisaris, dan/atau pemegang sa-
ham tidak menghadiri wawancara pada
tanggal yang telah ditentukan, Bank In-
donesia akan menentukan jadwal ulang
pelaksanaan wawancara paling lama 20
(dua puluh) hari setelah tanggal undan-
gan wawancara; dan

f. dalam hal anggota Direksi, anggota De-
wan Komisaris, dan/atau pemegang sa-
ham tetap tidak menghadiri wawancara

5. Dalam rangka melakukan penelitian ter-
hadap kelayakan calon Penyelenggara me-
lalui tahapan sebagaimana terdapat dalam

pada jadwal ulang sebagaimana dimak-
sud dalam huruf e, calon Penyelenggara
dinyatakan membatalkan permohonan-
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nya.

. Berdasarkan tahapan sebagaimana dalam

angka 1 sampai dengan angka 4 Bank In-
donesia:

a. menyetujui permohonan izin; atau

b. menolak permohonan izin.

E. Tindak Lanjut Permohonan Izin sebagai Peny-
elenggara Dalam hal Bank Indonesia menyetu-
jui permohonan izin sebagai Penyelenggara,
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1.

Bank Indonesia akan menyampaikan pem-
beritahuan secara tertulis kepada calon Pe-

‘nyelenggara;

Bank Indonesia akan menerbitkan surat
Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU),
sertifikat izin, dan logo Penyelenggara
KUPVA Bukan Bank berizin;

. pengambilan dokumen sebagaimana di-

maksud dalam angka 2, harus dilakukan

oleh:

a. anggota Direksi; atau

b. pihak lain yang diberi kuasa oleh Direksi
berdasarkan surat kuasa yang mengacu
pada contoh dalam Lampiran II.

alon Penyelenggara vyang telah mem-

peroleh izin wajib melaksanakan kegiatan

usahanya dalam jangka waktu 30 (tiga pu-

luh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

. pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud wa-

jib dilaporkan secara tertulis oleh anggota
Direksi kepada Bank Indonesia paling lam-
bat 10 (sepuluh} hari kerja setelah tang-
gal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha
yang mengacu pada contoh dalam Lampi-
ran Il;

. izin yang telah diberikan oleh Bank Indo-

nesia dinyatakan batal dan tidak beriaku
apabila Penyelenggara tidak melaksanakan
kegiatannya dalam jangka waktu seb-
agaimana dimaksud dalam angka 4; dan
dalam hal |zin yang telah diberikan oleh
Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak
berlaku sebagaimana dimaksud dalam ang-
ka 6, Penyelenggara harus mengembalikan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 kepada Bank Indonesia.

F. Masa Berlaku lzin dan Tata Cara Pengajuan

Busingss News 888343.2-200F

Perpanjangan lzin

1.

Izin sebagai Penyelenggara yang diterbit-
kan oleh Bank Indonesia berlaku paling
lama selama 5 (lima} tahun terhitung sejak
tanggal pemberian izin dan dapat diperpan-
jang berdasarkan permohonan Penyeleng-
gara kepada Bank Indonesia.

. Permohonan perpanjangan izin sebagaima-

na dimaksud dalam angka 1 diajukan pal-
ing lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa
berlaku izin berakhir.

. Permohonan perpanjangan izin sebagaima-

na dimaksud dalam angka 2 disampaikan
kepada Bank Indonesia secara tertulis
dan ditandatangani oleh anggota Direksi
dengan mengacu pada contoh surat seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran |I.

. Surat permahonan perpanjangan izin seb-

agaimana dimaksud dalam angka 3 harus
disertai dengan fotokopi surat Keputusan
Pemberian lzin Usaha {KPmIU) dan foto-
kopi sertifikat izin.

Dalam hal Penyelenggara tidak bermaksud
memperpanjang izin maka berlaku keten-
tuan penghentian kegiatan usaha dan pen-
cabutan izin sebagaimana dimaksud dalam
Bab VIii.

. Evaluasi Perpanjangan lzin
1.

Bank Indonesia melakukan evaluasi terha-
dap izin yang telah diterbitkan kepada Pe-
nyelenggara.

. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 dilakukan atas dasar:

a. hasil pengawasan Bank Indonesia se-
lama masa berlakunvyéa izin; dan/atau

b. permohonan perpanjangan izin Peny-
elenggara.

. Evaluasi atas perpanjangan izin sebagaima-

na dimaksud dalam angka 2 dilakukan den-
gan mempertimbangkan:
a. optimalisasi dan perkembangan keg-
iatan usaha antara lain:
1) jumlah maupun nitai transaksi; dan/
atau
2) pendapatan dan laba usaha;
b. kepatuhan terhadap ketentuan yang
berlaku antara lain:

1) tingkat kepatuhan Penyeleng-

3
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gara terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain
mengenai anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme, perlindungan
konsumen, persaingan usaha yang
sehat, transfer dana, dan ketentuan
lainnya baik yang diterbitkan Bank
Indonesia maupun otoritas lainnya;
dan/atau

2) tingkat kepatuhan Pemegang Sa-
ham, anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris terhadap ketentu-
an peraturan perundang-undangan;
dan/atau

c. penerapan prinsip perlindungan kon- |

sumen antara lain:

1) pemenuhan prinsip  perlindungan
konsumen sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai perlindungan
konsumen; dan/atau

2} kuantitas dan kualitas penanganan
serta penyelesaian pengaduan na-
sabah.

4. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi seb-

agaimana dimaksud dalam angka 1, Bank
Indonesia dapat:

a. memperpanjang masa berlaku izin:

b. mempersingkat masa berlaku izin:,

c. membatasi kegiatan usaha; dan/atau

d. mencabut izin.

. Pencabutan izin usaha Penyelenggara seb-

agaimana dimaksud dalam butir 4.d dilaku-

kan antara lain berdasarkan hal sebagai

berikut:

a. Penyelenggara tidak lagi beroperasi
atau melakukan kegiatan usaha, terma-
suk apabila tidak adanya laporan yang
disampaikan kepada Bank Indonesia
mengenai perkembangan kegiatan usa-
hanya tersebut;

b. Penyelenggara diketahui tidak lagi me-
miliki Pengurus aktif yang bertanggung-
jawab dan mewakili Penyelenggara
dalam melakukan kegiatan usahanya
atas sebab apapun, dan tidak menun-
jukkan upaya untuk melakukan peng-
gantian Pengurus tersebut sesuai ke-
tentuan yang berlaku; dan/atau

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

c. Penyelenggara melakukan pemindahan

alamat lokasi usaha tanpa persetujuan |

Bank Indonesia sehingga tidak diketa-
hui keberadaannya dan menyulitkan
bagi Bank Indonesia untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap
Penyelenggara dimaksud.

6. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evalu-
asi sebagaimana dimaksud dalam angka 3,
Bank Indonesia menerbitkan:

a. surat keputusan mengenai peruba-
han atas Surat Keputusan Pemberian
Izin Usaha (KPmIU) dan sertifikat izin
usaha dalam hal hasil evaluasi berupa
memperpanjang masa berlaku izin se-
bagaimana dimaksud dalam angka 3
huruf a dan mempersingkat masa ber-
laku izin sebagaimana dimaksud dalam
angka 3 huruf b;

b. surat keputusan mengenai pembatasan
kegiatan usaha dalam hal hasil evalu-
asi berupa pembatasan kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud dalam angka 3 |

huruf ¢; atau

c. surat penolakan permohonan perpan-
jangan izin usaha yang disertai dengan
Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha
(KPnlU) dalam hal hasil evaluast berupa
pencabutan izin sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 huruf d.

7. Dalam hal hasil evaluasi berupa pencabutan
izin sebagaimana dimaksud dalam angka
3 huruf d, Penyelenggara harus mengem-
balikan Surat Keputusan Pemberian Izin
Usaha (KPmIU}, sertifikat izin usaha, serta
logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
berizin kepada Bank Indonesia.

IV. KEPENGURUSAN PENYELENGGARA KEGIATAN |

USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN

BANK

A. Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan
Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Peny-
elenggara

1. Dalam hal Penyetenggara akan melakukan |

perubahan terhadap anggota Direksi, ang-
gota Dewan Komisaris, dan/atau peme-
gang saham maka calon anggota Direksi,
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calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau
pemegang saham wajib memperoleh per-
setujuan terlebih dahulu dari Bank Indone-
sia.

. Perubahan anggota Direksi, anggota De-
wan Komisaris, dan/atau pemegang saham
dilakukan atas:

a. perintah Bank Indonesia; atau

b. permintaan Penyelenggara.

. Perubahan anggota Direksi, anggota De-
wan Komisaris dan/atau Pemegang Saham
Penyelenggara atas perintah Bank Indone-
sia dilakukan dalam hal, antara lain:

a. anggota Direksi, anggota Dewan Komis- :
aris, dan/atau Pemegang Saham Peny-
elenggara merupakan pihak yang dike-
nakan sanksi larangan menjadi Direksi, -
Dewan Komisaris, dan/atau pemegang

saham Penyelenggara; dan/atau

b. anggota Direksi, anggota Dewan Komis-
aris, dan/atau pemegang saham Peny-
elenggara telah diputus bersalah karena
terbukti melakukan tindak pidana ter-
tentu berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Terhadap perubahan anggota Direksi, ang-

gota Dewan Komisaris dan/atau pemegang

saham Penyelenggara atas perintah Bank

Indonesia pihak sebagaimana dimaksud

dalam angka 3, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. Penyelenggara wajib menyelenggara-
kan Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi

dan anggota Dewan Komisaris dimak-

sud paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja sejak tanggal surat pemberitahuan
dari Bank Indonesia;

b. Pemegang Saham wajib mengalihkan -

sahamnya paling lama 90 {sembilan pu-
luh) hari sejak tanggal surat pemberita-
huan dari Bank Indonesia;

c. pihak sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b tidak diperkenan-
kan mengambil keputusan dan/atau ke-
giatan lain yang mempunyai pengaruh
terhadap kebijakan dan kondisi keuan-
gan Penyelenggara sejak tanggal surat
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pemberitahuan dari Bank Indonesia;

d. selama jangka waktu sebagaimana di-
maksud dalam huruf a dan huruf b,
Bank Indonesia dapat menghentikan se-
mentara kegiatan usaha Penyelenggara;

e. dalam hal setelah jangka waktu seb-
agaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b Penyelenggara tidak melakukan
perubahan terhadap anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan/atau
pemegang saham, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

1) Penyelenggara dapat  dikenakan
sanksi administratif;

2) Bank Indonesia tidak mengakui seg-
ala hubungan hukum yang dilakukan
pihak-pihak tersebut; dan

3) segala tindakan yang dilakukan oleh
pihak-pihak tersebut merupakan
tanggung jawab pribadi yang ber-
sangkutan.

5. Dalam hal perubahan anggota Direksi, ang-

gota Dewan Komisaris dan/atau pemegang

saham dilakukan atas permintaan Penye-

lenggara, berlaku ketentuan sebagai beri-
kut:

a. Penyelenggara menyampaikan permo-
honan tertulis rencana perubahan ang-
gota Direksi, anggota Dewan Komisa-
ris, dan/atau pemegang saham kepada
Bank Indonesia dengan mengacu pada
contoh surat permchonan sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;

b. permohonan tertulis sebagaimana di-
maksud dalam huruf a wajib disertai
dokumen pendukung calon anggota Di-
reksi, calon anggota Dewan Komisaris,
dan/atau calon pemegang saham seb-
agaimana tercantum dalam lampiran Ii;

c. tata cara pemberian persetujuan ter-
hadap perubahan anggota Direksi, ang-
gota Dewan Komisaris, dan/atau calon
pemegang saham mengacu pada keten-
tuan mengenai penelitian pemenuhan
persyaratan sebagai anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan peme-
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gang saham calon Penyelenggara seb-
agaimana dimaksud dalam butir I11.D.2;

d. calon anggota Direksi, calon anggota
Dewan Komisaris, dan/atau calon pe-
megang saham yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran Il harus mengikuti pe-
nyuluhan ketentuan yang diselengga-
rakan Bank Indonesia sebagaimana di-
maksud dalam butir 1l.D.4;

e. dalam hal calon anggota Direksi, calon
anggota Dewan Komisaris, dan/atau
calon pemegang saham telah mengikuti
penyuluban ketentuan, Bank Iindonesia
memberitahukan secara tertulis kepada
Penyelenggara untuk melakukan Rapat
Umum Pemegang Saham tentang pen-
gangkatan anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan/atau perubahan
pemegang saham; dan

f. Penyelenggara wajib menyampaikan
laporan mengenai pengangkatan ang-
gota Direksi, anggota Dewan Komisa-
ris, dan/atau perubahan pemegang sa-
ham Penyelenggara disertai fotokopi
RUPS, fotokopi akta perubahan ang-
garan dasar, dan fotokopi bukti peneri-
maan pemberitahuan atau persetujuan
perubahan anggaran dasar dari otoritas

yang berwenang kepada Bank Indone- |

sia paling lambat 10 {sepuluh) hari kerja
setelah penerimaan pemberitahuan pe-
rubahan anggaran dasar dari otoritas
vyang berwenang.

B. Pelatihan dan/atau Sertifikasi Bagi Direksi
1. Anggota Direksi harus mengikuti pelatihan

dan/atau sertifikasi yang mendukung peny-
elenggaraan KUPVA.

. Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. materi pelatihan dan/atau sertifikasi me-
liputi Anti Pencucian Uang dan Pencega-
han Pendanaan Terorisme, pengelolaan
keuangan (bisnis), manajemen umum,
manajemen risiko, dan/atau materi lain-
Nnya yang berkaitan dengan kegiatan
usaha penukaran valuta asing;
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b. dilakukan dalam bentuk seminar, lo-
kakarya, workshop, dan/atau kegiatan
lainnya yang dapat dipersamakan den-
gan itu; dan

c. diselenggarakan oleh penyelenggara
pendidikan, Lembaga Sertifikasi Pro-
fesi, asosiasi, Bank Indonesia dan/atau
Kementerian/lembaga terkait.

3. Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana

V. PENCANTUMAN LOGO,

dimaksud dalam angka 2 dapat dilakukan
setelah yang bersangkutan mendapat per-
setujuan dari Bank Indonesia sebagai ang-
gota Direksi.

. Penyelenggara harus menatausahakan do-

kumen keikutsertaan atau kelulusan dan/
atau sertifikat yang telah dimiliki anggota
Direksi. '

. Bank Indonesia dapat meminta dokumen

keikutsertaan atau kelulusan dan/atau sert-
ifikat yang telah dimiliki anggota Direksi
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

SERTIFIKAT, DAN

NAMA DAGANG

A. Dalam melakukan kegiatan usaha, Penyeleng-
gara wajib memasang:
1. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

berizin yang diterbitkan oleh Bank Indone- |
sia;

2. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh

Bank Indonesia; dan

3. papan nama yang bertuliskan:

a. “Penyelenggara Kegiatan Usaha Penu- |
karan Valuta Asing Berizin” atau "Au- |
thorized Money Changer”;

b. nama Perseroan Terbatas Penyeleng-
gara dan nama dagang; dan

¢. nomor dan tanggal Surat Keputusan |
Pemberian Izin Usaha {KPmIU).

B. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam hur-
uf A, diatur sebagai berikut:

1.

logo, sertifikat izin usaha dan papan nama
wajib dipasang di setiap kantor Penyeleng-
gara sesuai persetujuan yang diberikan
Bank Indonesia;

. logo, sertifikat izin usaha dan papan nama

dipasang dalam ukuran dan letak yang mu-
dah dilihat dan dibaca oleh Nasabah; dan
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3. Penyelenggara harus memastikan logo dan
sertifikat izin usaha dipasang pada tempat
yang aman agar tidak hilang atau disalah-
gunakan oleh pihak lain.

C. Penyelenggara dapat menggunakan nama da-
gang yang berbeda dengan nama Perseroan
Terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang;

2. nama dagang mencerminkan nama Perse-
roan Terbatas dari Penyelenggara; dan

3. nama Perseroan Terbatas dan nama da-
gang waijib dicantumkan dalam setiap do-
kumen, korespondensi, maupun bentuk

publikasi tertulis lainnya. 4.

D. Apabila Surat Keputusan Pemberian lzin
Usaha (KPmIU), logo dan/atau sertifikat izin
usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
hilang, Penyelenggara harus mengajukan per-
mintaan tertulis kepada Bank Indonesia untuk
memperoleh penggantinya disertai dengan su-
rat keterangan kehilangan dari kepolisian

E. Penggantian logo sebagaimana dimaksud
dalam huruf D dikenakan. biaya sebesar
Rp500.000,00 {lima ratus ribu Rupiahl.

VI. KANTOR CABANG DAN GERAI
A. Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara
Persyaratan dan tata cara pembukaan
kantor cabang diatur dengan ketentuan seb-

agai berikut: 5.

1. Penyelenggara menyampaikan  permo-
honan pembukaan kantor cabang kepada
Bank Indonesia dengan mengacu pada
contoh surat permohonan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il dan melam-

pirkan dokumen pendukung sebagaimana 6.

tercantum dalam Lampiran llI;

2. permohonan persetujuan pembukaan kan-
tor cabang diajukan paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum pelaksanaan pembukaan
kantor cabang yang telah direncanakan;

3. pembukaan kantor cabang dapat diajukan 7.

dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Penyelenggara telah menjalankan ke-
giatan usahanya paling sedikit 2 (dua)
tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin;

b. memenuhi persyaratan modal di-
setor bagi kantor pusat sebesar
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Rp250.000.000,00 (dua ratus lima pu-
luh juta rupiah) untuk pembukaan kan-
tor cabang di wilayah Kota Administrasi
Jakarta Timur, Kota Administrasi Ja-
karta Barat, Kota Administrasi Jakarta

Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara,

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota

Batam, Kota Denpasar dan Kabupaten

Badung; dan

¢. memenuhi kesiapan operasional pem-
bukaan kantor cabang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il angka 2
sampai dengan 4;

dalam memproses persetujuan pembukaan

kantor cabang, Bank Indonesia memper-

timbangkan antara lain:

a. kinerja dan tingkat kepatuhan Peny-
elenggara antara lain:

1) tidak pernah terlambat menyampai-
kan laporan kegiatan usaha dalam 6
(enam) bulan terakhir sejak tanggal
pengajuan permohonan; atau

2) telah menindaklanjuti seluruh komit-
men hasil pemeriksaan Bank Indone-
sia yang terakhir;

b. kelayakan lokasi, antara lain dengan
mempertimbangkan tingkat kejenuhan
penyelenggaraan kegiatan usaha penu-
karan valuta asing bukan bank;

Bank Indonesia memberikan persetujuan

atau penolakan terhadap pembukaan kan-

tor cahang berdasarkan persyaratan seb-
agaimana dimaksud dalam angka 3 dan
pertimbangan  sebagaimana dimaksud

dalam angka 4;

dalam hal Bank indonesia memberikan per-

setujuan pembukaan kantor cabang maka

Bank Indonesia akan menerbitkan surat

persetujuan, sertifikat izin usaha kantor

cabang dan logo Penyelenggara KUPVA

Bukan Bank berizin;

pengambilan surat persetujuan, sertifikat

izin usaha kantor cabang, dan logo Peny-

elenggara KUPVA Bukan Bank Berizin di-

lakukan oleh:

a. anggota Direksi; atau

b. pihak lain yang diberi kuasa oleh ang-
gota Direksi berdasarkan surat kuasa,
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dengan mengacu pada contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran li;

. Penyelenggara vyang telah memperoleh
persetujuan pembukaan kantor cabang
wajib melaksanakan kegiatan operasional
di kantor cabang dalam jangka waktu 30
(tiga puluh} hari sejak tanggal pemberian
persetujuan pembukaan kantor cabang;

. kegiatan operasional kantor cabang wajib
dilaporkan secara tertulis paling lambat 10
{sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksa-
naan operasional kantor cabang dengan
mengacu pada contoh format surat lapo-
ran sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran lll;

10. persetujuan pembukaan kantor cabang

yang telah diberikan oleh Bank Indonesia
dinyatakan batal dan tidak berlaku apabhila
Penyelenggara tidak melaksanakan keg-
iatan operasional di kantor cabang dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam angka 2; dan

11.dalam hal persetujuan dinyatakan batal

sebagiamana dimaksud dalam angka 10,
Penyelenggara harus mengembalikan serti-
fikat izin usaha kantor cabang dan lego Pe-
nyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin.

B. Pembukaan Gerai (Counter) Penyelenggara
1. Penyelenggara dapat membuka gerai

{counter) pelayanan penukaran valuta as-

ing dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembukaan gerai (counter) hanya dapat
dilakukan untuk mendukung kegiatan
tertentu antara lain pameran atau keg-
iatan internasional;

b. lokasi pembukaan gerai (counter) dapat
dilakukan di wilayah kantor pusat dan/
atau di wilayah kantor cabang Penye-
lenggara; dan

c. jangka waktu pembukaan gerai (coun-
ter) dilakukan paling lama 1 {satu) bulan
dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali pal-
ing lama 1 {satu) bulan.

2. Tata cara pembukaan gerai {counter)

a. Rencana pembukaan gerai (counter) wa-
jib dilaporkan oleh kantor pusat Peny-
elenggara kepada kantor Bank Indone-

sia dimana kantor pusat Penyelenggara

bgrkedudukan, dengan mengacu pada .

contoh surat laporan rencana pembu-
kaan gerai {counter) sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran lil.

b. Laporan rencana pembukaan gerai

{counter} sebagaimana dimaksud dalam |
huruf a harus disampaikan kepada Bank

Indonesia paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pembukaan gerai (coun-
ter).

c. Laporan rencana pembukaan gerai

{counter) sebagaimana dimaksud dalam |
huruf b harus dilengkapi dengan doku- |

men pendukung antara lain surat ket- |

erangan dari panitia penyelenggara atau
perjanjian sewa lokasi,

d. Bank Indonesia menyampaikan pen-
egasan tertulis terhadap laporan Peny-
efenggara.

C. Pemindahan Alamat Kantor Penyelenggara

Persyaratan dan tata cara peminda- |

han alamat kantor baik kantor pusat maupun

kantor cabang diatur dengan ketentuan seb-

agai berikut:

1. permohonan persetujuan pemindahan al-
amat kantor harus disampaikan oleh kantor
pusat Penyelenggara kepada kantor Bank
Indonesia dimana kantor pusat berkedudu-
kan dengan mengacu pada contoh surat
permohonan persetujuan rencana pemin-
dahan alamat kantor sebagaimana tercan-

tum dalam Lampiran Nl dengan menjelas- |
" kan alasan pemindahan alamat kantor dan I
melampirkan dokumen pendukung seb- |

agaimana tercantum dalam Lampiran Iil;
2. permohonan persetujuan rencana pemind-

ahan alamat kantor diajukan paling lambat |

3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemin-
dahan alamat kantor yang direncanakan;
3. dalam hal alamat kantor dipindahkan ke
wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, Kota Admin-
istrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Kota Batam, Kota Den-
pasar dan Kabupaten Badung maka Pe-
nyelenggara harus memenuhi persyaratan
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modal disetor bagi kantor pusat sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

juta Rupiah);

. Bank Indonesia memberikan persetujuan

atau penolakan terhadap rencana peminda-

han alamat kantor berdasarkan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan

angka 3;

. dalam hal Bank Indonesia memberikan per-

setujuan pemindahan alamat kantor, ber-

laku ketentuan sebagai berikut:

a. Bank Indonesia menerbitkan sertifikat
izin untuk alamat kantor yang baru; dan

b. Penyelenggara harus mengambil sertifi-
kat sebagaimana dimaksud dalam hur-
uf a dan mengembalikan sertifikat izin
yang sebelumnya telah dimiliki;

. dalam hal kantor pusat pindah ke wilayah

kerja kantor Bank Indonesia yang berbeda

maka Penyelenggara harus menyesuaikan

alamat pelaporan dan permohonan kepada |

kantor Bank Indonesia yang mewilayahi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V'

yang merupakan bagian tidak terpisahkan

b. permohonan dimaksud mengacu pada
contoh surat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il dan dilengkapi den-
gan dokumen sebagai berikut:

1) keputusan Direksi mengenai penutu-
pan kantor cabang; dan

2) surat pernyataan bermeterai cukup
dari Direksi bahwa penyelesaian ke-
wajiban yang terkait dengan penutu-
pan kantor cabang telah diselesaikan
dengan mengacu pada contoh seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran
l;

c. Bank Indonesia memberikan persetu-
juan penutupan kantor cabang secara
tertulis setelah dokumen sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diterima secara
lengkap oleh Bank Indonesia; dan

d. Penyelenggara wajib mengembalikan
logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Berizin dan sertifikat izin usaha kantor
cabang yang diterbitkan Bank Indone-
sia.

VIl. PERUBAHAN NAMA PERSEROAN DAN PERUBA-
HAN MODAL PENYELENGGARA
A. Perubahan Nama Perseroan Terbatas
Perubahan nama Perseroan Terbatas
Penyelenggara diatur dengan ketentuan seb-

dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
D. Penutupan kantor cabang
1. Penutupan kantor cabang atas permintaan
Bank Indonesia dilakukan dengan alasan,
sebagai berikut:
a. terdapat putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;

agai berikut:
1. kantor pusat Penyelenggara menyampai-

b. terdapat permintaan tertulis atau reko-
mendasi dari otoritas yang berwenang
kepada Bank Indonesia;

c. terdapat sanksi administratif oleh Bank
Indonesia; atau

d. terdapat pembatasan kegiatan usaha
berdasarkan hasit evaluasi terhadap izin
usaha oleh Bank Indonesia.

. Penutupan kantor cabang atas permintaan

Penyelenggara dilakukan dengan ketentu-

an, sebagai berikut:

a. kantor pusat Penyelenggara menyam-
paikan permohonan secara tertulis ke-
pada Bank Indonesia yang disertai den-
gan alasan penutupan kantor cabang
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebe-
lum penutupan kantor cabang;
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kan laporan secara tertulis mengenai pe-
rubahan nama Perseroan Terbatas Peny-
elenggara kepada Bank Indonesia dengan
mengacu pada contoh surat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Ill. disertai den-
gan dokumen pendukung sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran 1II;

. apabila seluruh persyaratan dan doku-

men sebagaimana dimaksud dalam angka
1 telah dipenuhi dan lengkap, Bank Indo-
nesia akan menerbitkan Surat Keputusan
Pemberian lzin Usaha (KPmIU} tentang
Perubahan Nama Perseroan Terbatas milik
Penyelenggara, sertifikat izin usaha, dan
sertifikat izin usaha kantor cabang bagi Pe-
nyelenggara yang memiliki kantor cabang,
dengan nama baru;
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3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 harus diambil oleh:
a. Direksi; atau
b. pihak lain yang diberi kuasa oleh Direksi
berdasarkan surat kuasa, dengan men-
gacu pada contch format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |l; dan

B. Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Dise-

tor

1. Dalam rangka menilai kinerja dan kemam-
puan Penyelenggara untuk mengembang-
kan kegiatan usahanya, setiap perubahan
modal dasar dan/atau modal disetor Wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia.

2. Persyaratan dan tata cara pelaporan pe-
rubahan modal dasar dan/atau modal dise-
tor diatur sebagai berikut:

a. Penyelenggara mengajukan laporan ter-
tulis mengenai perubahan modal dasar
dan/atau modal disetor kepada Bank In-
donesia dengan mengacu pada contoh
surat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il disertai dengan dokumen
pendukung sebagaimana tercantum
dalam Lampiran ili;

b. Bank Indonesia dapat meminta tamba-
han atau perbaikan dokumen kepada
Penyelenggara terkait perubahan modal
dasar dan/atau modal disetor;

c. dalam hal perubahan meodal disetor
mengakibatkan penambahan pemegang
saham baru, maka Penyelenggara wajib
mengikuti tata cara dan persyaratan pe-
rubahan pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam butir IV.A.

Vill. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA KANTOR PU-
SAT ATAS PERMINTAAN PENYELENGGARA

Penghentian kegiatan usaha dalam rangka

pencabutan izin usaha atas permintaan Peny-
elenggara dilakukan dengan ketentuan, sebagai
berikut:

A. kantor pusat Penyelenggara menyampaikan

permohonan penghentian kegiatan usaha
secara tertulis kepada Bank Indonesia yang
disertai dengan alasan penghentian kegiatan
usaha dengan ketentuan:

1. penghentian kegiatan usaha telah diputus-
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kan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
{RUPS) Penyelenggara;

2. Penyelenggara telah menyelesaikan selu-
ruh kewajiban dan akan bertanggung jaw-
ab terhadap setiap tuntutan yang mungkin
timbul di kemudian hari; dan

3. Penyelenggara harus mengembalikan Su-
rat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KP-
mlU}, logo Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank berizin yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia, dan sertifikat izin usaha yang
diterbitkan Bank Indonesia;

B. permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf A mengacu pada contoh surat seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran lil dan
dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran ill;

C. permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf A harus disampaikan paling lambat 30
{tiga puluh} hari sebelum tanggal efektif peng-
hentian kegiatan usaha kantor pusat yang
direncanakan Penyelenggara;

D. Bank Indonesia memberikan persetujuan
penghentian kegiatan usaha secara tertulis
dan menerbitkan Surat Keputusan Pencabu-
tan lzin Usaha (KPnlU} setelah dokumen per-
mohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf
A diterima secara lengkap:

E. pencabutan lzin usaha berlaku efektif sejak
tanggal surat keputusan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf D; dan

F. Bank Indonesia melakukan pengkinian daftar
Penyelenggara berdasarkan pencabutan izin
usaha Penyelenggara,

. PELAPORAN

A. Pelaporan
Kantor Pusat Penyelenggara wajib
menyampaikan laporan kepada Bank Indone-
sia.
B. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf
A meliputi:
1. Laporan Berkala
Laporan berkala terdiri atas:
a. Laporan Kegiatan Usaha (LKU)
Laporan Kegiatan Usaha (LKU) vyaitu
laporan transaksi penjualan dan pem-
belian UKA, dan laporan transaksi pem-
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belian Cek Pelawat, mengacu pada
contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran lll; dan
b. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yaitu Neraca (Lapo-
ran Posisi Keuangan), Laporan Laba
Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas
akhir tahun berjalan mengacu pada
contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Ill. ‘

2. Laporan Insidental

Laporan Insidental antara lain terdiri atas:

a. laporan pengangkatan Direksi, Dewan
Komisaris, dan/atau perubahan peme-
gang saham;

b. laporan keikutsertaan anggota Direksi
dalam pelatihan/sertifikasi;

c. laporan pelaksanaan pembukaan kantor
cabang;

d. laporan
(counter);

e. laporan pelaksanaan pemindahan al-
amat kantor;

f. laporan perubahan nama Perseroan Ter-
batas;

g. laporan perubahan modal dasar dan/
atau modal disetor;

h. laporan gangguan dalam kegiatan usaha
penukaran valuta asing termasuk upaya
yang telah dilakukan untuk menanggu-
langinya;

i. laporan terjadinya force majeure yai-
tu suatu keadaan yang terjadi di luar
kekuasaan Penyelenggara yang me-
nyebabkan kegiatan usaha tidak dapat
dilakukan yang diakibatkan oleh, tetapi
tidak terbatas pada kebakaran, kerusu-
han massa, sabotase, serta bencana
alam seperti gempa bumi dan banijir
yang dinyatakan oleh pihak penguasa
atau pejabat yang berwenang setem-
pat, termasuk Bank Indonesia;

j. laporan pelaksanaan kerjasama dengan
hotel atau badan usaha sejenis hotel;
dan

k. laporan lainnya yang sewaktu-waktu
diminta Bank Indonesia seperti laporan
kurs valuta asing tanggal tertentu, lapo-

rencana pembukaan gerai
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ran transaksi keuangan tertentu, dan
laporan rencana kerja sama.

C. Bentuk dan Periode Penyampaian Laporan
Berkala sebagaimana dimaksud dalam butir
B.1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaima-
na dimaksud dalam butir B.1.a, dan Laporan
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
butir B.1.b disampaikan kepada Bank Indo-
nesia secara online melalui sistem aplikasi
pelaporan Bank Indonesia;

penyampaian laporan secara online seb-
agaimana dimaksud dalam angka 1 menga-
cu pada pedoman mengenai penyusunan
laporan berkala sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Ill;

. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaima-

na dimaksud dalam butir B.1.a dan Laporan
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
butir B.1.b, dibuat secara konsolidasi yang
meliputi kantor pusat, kantor cabang, dan
gerai (counter);

. Laporan Kegiatan Usaha (LKU') sebagaima-

na dimaksud dalam butir B.1.a wajib dis-
ampaikan secara bulanan paling lambat
tangga! 15 {lima belas) bulan berikutnya;
Laporan Keuangan sebagaimana dimak-
sud dalam butir B.1.b wajib disampaikan
secara tahunan paling lambat pada akhir
bulan April tahun berikutnya.

D. Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem
aplikasi pelaporan atau terdapat alasan terten-
tu yang menyebabkan laporan tidak dapat dis-
ampaikan secara anline, Penyelenggara tetap
wajib menyampaikan laporan kepada Bank
Indonesia secara lengkap dan sesuai batas
waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

_m I o T

Gangguan terhadap sistem aplikasi pelapo-

ran di Bank Indonesia

a. Penyelenggara menyampaikan laparan
dalam bentuk dokumen cetak (hard-
copy) secara lengkap dan sesuai den- :
gan periode penyampaian laporan yang
ditetapkan kepada kantor Bank Indone-
sia yang mewilayahi kantor pusat Peny-
elenggara yang bersangkutan.

b. Dalam hal gangguan terhadap sistem ap-
likasi pelaporan di Bank Indonesia telah




normal kembali, Penyelenggara harus |

menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a secara online
melalui sistem aplikasi pelaporan Bank
Indonesia.

2. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelapo-

ran di Penyelenggara

a. Penyelenggara dapat menyampaikan
laporan secara online melalui sistem ap-
likasi pelaporan yang berada di kantor
Bank Indonesia yang mewilayahi kantor
pusat Penyelenggara yang bersangku-
tan.

b. Waktu layanan pelaksanaan laporan |
secara online sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ditetapkan oleh kantor
Bank Indonesia yang mewilayahi kantor
pusat Penyelenggara yang bersangku-
tan.

E. Pihak selain Penyelenggara yang melakukan
jual dan beli UKA di kawasan perbatasan wa-
jib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha
(LKU} sebagaimana dimaksud dalam butir
B.1.a dengan ketentuan sebagai berikut:

1. laporan disampaikan setiap 3 bulan, paling

lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya;

2. laporan disampaikan dalam bentuk doku-

men cetak (hardcopy) secara lengkap ke- |
pada kantor Bank Indonesia yang mewil-
ayahi pihak selain Penyelenggara dalam hal
sistem pelaporan online belum tersedia.

X. PENGAWASAN
A. Bank Indonesia melakukan pengawasan ter-
hadap Penyelenggara secara langsung dan ti-
dak langsung.
B. Pengawasan Langsung
1. Pengawasan langsung dilakukan dengan

cara pemeriksaan atas kegiatan usaha Pe-
nyelenggara untuk meneliti dan mengeval-
uasi tingkat kepatuhan Penyelenggara ter-
hadap ketentuan.

. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan
langsung, setiap Penyelenggara waijib
memberikan kepada pengawas atau pihak
lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia
antara lain:
a. dokumen,

data, informasi, dan/atau

E:;Jsi;wss News 8953/ 1-2-2017

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

laporan yang diminta;

b. keterangan dan/atau penjelasan baik |

lisan maupun tertulis; dan/atau

c. akses terhadap sistem informasi, antara
lain akses terhadap aplikasi, database,
dan sistem pelaporan; yang diperlukan
dalam pengawasan langsung.

. Penyelenggara wajib bertanggung jawab

atas kebenaran dokumen, data, informasi,
laporan, keterangan, dan/atau penjelasan
yang diberikan.

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak !

lain untuk melakukan pengawasan lang-
sung.

- Pihak yang ditugaskan melakukan penga-

wasan langsung sebagaimana dimaksud
dalam angka 4 wajib menjaga keraha-
siaan dokumen, data, informasi, laporan,
keterangan, dan/atau penjelasan yang di-
peroleh dari hasil pengawasan langsung.

. Penyelenggara waijib melakukan langkah

perbaikan dan/atau penyempurnaan atas
temuan hasil pemeriksaan serta melapor¥
kan tindakan perbaikan yang dilakukan ke-
pada Bank Indonesia.

. Pengawasan Tidak Langsung
1.

Pengawasan tidak langsung merupakan
tindakan . pemantauan vyang dilakukan
dalam bentuk analisis terhadap laporan
vang disampaikan Penyelenggara atau in-
formasi dari pihak [ain.

. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan

tidak langsung, Penyelenggara wajib me-
nyampaikan dokumen, data, informasi,
laporan, keterangan, dan/atau penjelasan
kepada Bank Indonesia.

. Dokumen, data, informasi, laporan, ket-

erangan, dan/atau penjelasan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 disampaikan me-
lalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/
atau sarana komunikasi lain yang ditetap-
kan Bank Indonesia.

. Berdasarkan pengawasan tidak langsung,

Bank Indonesia dapat meminta Peny-
elenggara untuk melaporkan hal tertentu,
melakukan langkah perbaikan serta mel-
aporkan perbaikan yang dilakukan kepada
Bank Indonesia. J
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D.

Tindak Lanjut Pengawasan
Berdasarkan hasil pengawasan, Bank
indonesia dapat:

1. melakukan pembinaan terhadap Penye-
lenggara;

2. mengenakan sanksi administratif;

3. melakukan evaluasi terhadap izin usaha
yang telah diberikan;

4. meminta Penyelenggara untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu;

5. menghentikan sementara sebagian atau
seluruh kegiatan usaha, membatalkan atau
mencabut izin atau persetujuan yang telah
diberikan kepada Penyelenggara; dan/atau

6. meminta penghentian sementara terhadap
Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PENY-
ELENGGARA DENGAN PIHAK SELAIN PENYE-
LENGGARA

A.

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama
dengan pihak selain pihak Penyelenggara un-
tuk melakukan kegiatan pembelian UKA den-
gan persetujuan Bank Indonesia.
Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A
adalah hotel atau badan usaha yang melaku-
kan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa
akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ke-
tentuan yang mengatur mengenai kepariwisa-
taan.

Persyaratan dan tata cara pemberian persetu-

juan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam

huruf A diatur dengan ketentuan sebagai beri-
kut:

1. Penyelenggara menyampaikan permo-
honan rencana kerja sama secara tertulis
kepada Bank Indonesia dengan mengacu
pada contoh format surat serta dilengka-
pi dengan penjelasan dan/atau dokumen
pendukung sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indone-
sia ini.

2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
huruf A diajukan dengan persyaratan seb-
agai berikut:

a. Penyelenggara telah menjalankan keg-
jatan usahanya paling sedikit 1 (satu)
tahun sejak tanggal diberikannya izin
sebagai Penyelenggara;

b. Penyelenggara wajib memastikan bah-
wa pihak yang diajak bekerja sama me-
miliki:

1) izin usaha;
2) lokasi usaha tetap;
3) kemampuan untuk mengelola layan-
- an pembelian UKA; dan
4) komitmen untuk mematuhi ketentu-
an yang berlaku;

3, Bank Indonesia memberikan persetujuan
atau penolakan terhadap permohonan
kerja sama berdasarkan persyaratan seb-
agaimana dimaksud dalam angka 2;

4. Penyelenggara yang telah memperoleh per-
setujuan wajib melaksanakan kerja sama
tersebut paling lama 30 (tiga puluh} hari
sejak tanggal pemberian persetujuan kerja
sama;

5. pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan
secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan
kerja sama;

6. persetujuan kerja sama yang telah diberi-
kan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal
dan tidak berlaku apabila Penyelenggara
tidak melaksanakan kegiatan kerja sama
hingga melewati batas waktu sebagaima-
na dimaksud dalam angka 4.

. Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaima-

na dimaksud dalam huruf A diatur dengan ke-

tentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara harus memastikan pemenu-
han ketentuan yang mengatur mengenai:
a. kegiatan usaha penukaran valuta asing

bukan bank;

b. penerapan prinsip mengenai anti pencu-
cian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme;

c. kewajiban penggunaan Rupiah; dan

d. perlindungan konsumen.

2. Penyelenggara harus menyediakan petun-
juk operasional layanan pembelian UKA
dan memastikan kepatuhan pihak selain
Penyelenggara atas petunjuk operasional
layanan pembelian UKA tersebut.

3. Penyelenggara bertanggungjawab atas ke-
benaran dan kelengkapan laporan yang dis-
ampaikan kepada Bank Indonesia.

E. Penyelenggara harus melaporkan penghen-

tian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
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huruf A paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal efektif berakhirnya
kerja sama yang mengacu pada contoh seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran IV.

F. Selain penghentian kerja sama sebagaimana
dimaksud dalam huruf E, Bank Indonesia dapat
meminta Penyelenggara untuk menghentikan
kerja sama dengan pihak selain Penyeleng-
gara berdasarkan pertimbangan tertentu.

G. Dalam rangka pengawasan terhadap pelak-
sanaan. kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam huruf A, Bank Indonesia dapat:

1. meminta data dan/atau informasi kepada
pihak selain Penyelenggara; dan/atau

2. melakukan pengawasan langsung terha-
dap pihak selain Penyelenggara.

Xil. JUAL DAN BELI UKA DI KAWASAN PERBA-

TASAN INDONESIA

A. Pihak selain Penyelenggara yang melakukan
jual dan beli UKA di kawasan perbatasan In-
donesia wajib terfebih dahulu memperoleh
persetujuan dari Bank Indonesia.

B. Pihak selain Penyelenggara sebagaimana di-
maksud dalam huruf A harus berupa badan
usaha yang menjalankan kegiatan usaha di
kawasan perbatasan Indonesia.

C. Kawasan perbatasan Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam huruf A adalah kawasan per-
batasan sebagaimana dimaksud dalam keten-
tuan yang mengatur mengenai wilayah nega-
ra.

D. Persyaratan dan tata cara pemberian persetu-
juan sebagaimana dimaksud dalam huruf A
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pihak selain Penyelenggara menyampaikan
permohonan secara tertulis kepada Bank
Indonesia dengan mengacu pada con-
toh format surat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV dan dilengkapi dengan
penjelasan dan/atau dokumen pendukung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
1V;

2. Pihak selain Penyelenggara sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. menjalankan kegiatan usaha di kawasan
perbatasan;

b. memiliki kemampuan untuk melakukan
jual dan beli UKA; dan

c. memiliki komitmen untuk mematuhi ke-
tentuan yang berlaku;

3. Dalam rangka memproses permohonan
persetujuan, Bank Indonesia mempertim-
bangkan jarak dan/atau waktu tempuh
dengan kota terdekat dan keberadaan Pe-
nyelenggara dan/atau bank yang melayani
penukaran valas di sekitar wilayah usaha
pemohon;

4. Bank Indonesia memberikan persetujuan
atau penolakan terhadap permohonan ber-
dasarkan persyaratan dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan
angka 3;

5. Pelaksanaan kegiatan jual beli UKA di ka-
wasan perbatasan Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 yang telah dis-
etujui Bank Indonesia wajib dilaporkan
secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan ke- |

giatan.

. Dalam melakukan kegiatan jual dan beli UKA,

pihak selain Penyelenggara harus memperha-

tikan ketentuan mengenai:

1. kegiatan usaha penukaran valuta asing bu-
kan bank;

2. penerapan prinsip mengenai anti pencu- |

cian uang dan pencegahan pendanaan ter-
orisme;

3. kewsjiban penggunaan Rupiah; dan

4. perlindungan konsumen.

- Bank Indonesia dapat meninjau kembali per-

setujuan yang telah diberikan kepada pihak
selain Penyelenggara untuk melakukan jual
dan beli UKA di kawasan perbatasan Indone-
sia.

. Pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana

dimaksud dalam huruf F, antara lain didasar-
kan pada hasil pengawasan Bank Indonesia
atau laporan yang diterima Bank Indonesia
dari otoritas yang berwenang.

. Berdasarkan hasil peninjauan kembali seb-

agaimana dimaksud dalam huruf F, Bank Indo-

- nesia berwenang untuk meminta pihak selain

Penyelenggara untuk melakukan atau tidak
melakukan kegiatan tertentu dan/atau mem-
batalkan persetujuan yang telah diberikan.

Xlll. SANKSI
A. Penyelenggara yang melanggar ketentuan
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dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor18/20/
PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing Bukan Bank dan ketentuan
dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikena-
kan sanksi administratif berupa:
1. teguran tertulis;
2. kewajiban membavyar;
3. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
4, pencabutan izin.
. Dalam menerapkan sanksi administratif seb-
agaimana dimaksud dalam huruf A, Bank in-
donesia mempertimbangkan:
1. tingkat pelanggaran;
2. akibat yang ditimbulkan terhadap:

a. aspek perlindungan konsumen; dan/

atau
b. aspek anti pencucian uang dan pence-
gahan pendanaan terorisme; dan/atau

3. faktor lainnya.
. Pengenaan sanksi administratif berupa tegu-
ran tertulis sebagaimana dimaksud dalam bu-
tir A.1 dapat disertai dengan kewajiban un-
tuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam rangka memastikan pemenuhan keten-
tuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan
sanksi administratif berupa kewajiban mem-
bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 Peraturan Bank indonesia Nomor 18/20/
PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing Bukan Bank maka perhitungan
dilakukan dengan contoh sebagai berikut:
Pada tanggal 5 September 2016 Nasabah
melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah
sebesar USD15.000,00 (lima belas ribu do-
lar Amerika Serikat). Kemudian pada tang-
gal 15 September 2016 Nasabah yang sama
melakukan pembelian UKA terhadap Rupiah
sebesar USD15.000,00 {lima beias ribu dolar
Amerika Serikat). Total pembelian UKA terha-
dap Rupiah Nasabah pada bulan September
2016 adalah USD30.000,00 (tiga puluh ribu
dolar Amerika Serikat). Pembelian UKA terha-
dap Rupiah tanggal 15 September 2016, ti-
dak didukung dokumen Underlying Transaksi,
sehingga terdapat pelanggaran yang melebihi
threshold sebesar USD5.000,00 {(lima ribu do-
lar Amerika Serikat}. Kurs JISDOR tanggal 15
September 2016 adalah Rp10.000,00 {(sepu-

luh ribu rupiah) per dolar Amerika Serikat.
Perhitungan atas pelanggaran yang dilakukan
Penyelenggara yaitu sebagai berikut:
USD5.000,00 x 1% x Rp10.000,00 =
Rp500.000,006 Namun mengingat sank-
si kewajiban membayar paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
maka Penyelenggara dikenakan sanksi sebe-
sar Rp10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah)
meskipun nilai pelanggaran berdasarkan per-
hitungan diatas sebesar Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).

. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi

administratif berupa penghenfian kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam butir A.3
maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

-1. sanksi penghentian kegiatan usaha diber-

lakukan terhadap:

a. kegiatan jual dan bel UKA;

b. kegiatan pembelian Cek Pelawat; dan/
atau

c. kegiatan usaha lainnya yang memiliki.
keterkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan usaha penukaran valuta asing;

2. sanksi penghentian kegiatan usaha diser-
tai dengan jangka waktu berlakunya dan
dapat diperpanjang;

3. Penyelenggara yang dikenakan sanksi
penghentian kegiatan usaha harus mengu-
mumkan penghentian kegiatan usaha ke-
pada masyarakat pada tanggal yang sama
dengan tanggal surat pemberitahuan dari
Bank Indonesia mengenai penghentian ke-
giatan usaha Penyelenggara yang paling
kurang diumumkan di kantor Penyeleng-
gara dengan letak dan/atau bentuk yang
mudah terlihat dan mudah dibaca.

Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi

administratif berupa pencabutan izin, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara wajib mengembalikan Surat
Keputusan Pemberian Izin Usaha {(KPmiU},
logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank
Berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indone-
sia dan sertifikat izin usaha yang diterbit-
kan Bank indonesia;

2. Bank Indonesia melakukan pengkinian daf-
tar Penyelenggara berdasarkan pencabu-
tan izin usaha Penyelenggara.

G. Penyelenggara yang melanggar ketentuan se-
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bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 18/20/PBl/2016 ten-
tang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
Bukan Bank dikenakan sanksi berupa pen-
cabutan izin.

Contoh Penyelenggara KUPVA tidak berizin
adalah setiap pihak yang patut diduga melaku-
kan kegiatan jual beli valas tanpa izin Bank
Indonesia, dengan indikasi antara lain melaku-
kan transaksi jual beli valas dengan frekue-
nsi yang cukup sering dengan tujuan untuk
menjual atau membeli valas kepada atau dari
pihak lain, dan memiliki usaha yang tidak
dikecualikan dari ketentuan kewajiban peng-
gunaan Rupiah termasuk Penyelenggara yang
telah dicabut izinnya oleh Bank Indonesia.

. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
danf/atau Pemegang Saham Penyelenggara
vang melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam huruf G, dilarang untuk men-
jadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pe-
megang saham Penyelenggara untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

Dalam hai Bank Indonesia mengehakan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud daiam
huruf A, Bank Indonesia dapat menyampaikan
informasi tersebut kepada instansi/otoritas
yang berwenang.

XV. KETENTUAN LAIN-LAIN
A. Penyampaian permohonan dan korespondensi

kepada Bank Indonesia ditandatangani oleh

Direksi dan/atau pemilik dan disampaikan

dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. bagi Pemohon dan Penyelenggara yang
berkantor pusat’ di wilayah kerja kantor
pusat Bank Indonesia disampaikan kepada
Departemen Kebijakan dan Pengawasan
Sistem Pembayaran, Komplek Perkantaran
Bank Indonesia JI. M.H.Thamrin No.2, Ja-
karta 10350; atau

2. bagi Pemohon dan Penyelenggara yang
berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor
pusat Bank Indonesia disampaikan kepada
Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank In-
donesia yang mewilayahi.

. Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimak-

sud dalam butir A.1 dan butir A.2 mengacu

pada Lampiran V. Dalam hal terjadi perubahan

ey
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alamat korespondensi, Bank {ndonesia akan
memberitahukan perubahan alamat tersebut
melalui surat dan/atau media fainnya.

XV.KETENTUAN PERALIHAN

Izin Penyelenggara yang telah diberikan Bank

Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank
Indonesia Nomor 18/20/PBI/2018 tentang Keg-
iatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank,
tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5
(lima} tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 7 Ok-
tober 2016 dan akan berakhir paling lama pada
tanggal 6 Oktober 2021,

A.

. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan terkait pengajuan permohonan izin '
sebagaimana dimaksud dalam butir Ill.C, pem-
rosesan permohonan izin sebagaimana dimak-
sud dalam butir l.D, dan tindak lanjut per-

" mohonan izin sebagaimana dimaksud dalam

butir Jll.LE dalam Surat Edaran Bank Indonesia
ini mulai beriaku pada tanggal 6 April 2017.
Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini
mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 14/15/DPM tanggal 10 Mei 2012 peri-
hal Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan |
Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta As-
ing Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Bank indonesia mengumumkan daftar Peny-
elenggara yang memperoleh izin, daftar Pe-
nyelenggara yang dicabut izinnya dan/atau
pengumuman lainnya melalui website Bank
Indonesia dan/atau media lainnya.

. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal 30 Desember 2016.xx

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
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Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,

ttd.
ENI V. PANGGABEAN
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